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BABIV

SIMPLULAN DAN SARAN

4.1, Sinégaian
Kepastian  hukum  sunpatlah didambaken olch  masvarakat  vamg
mungioginkan adanya suatu headilan vang munghan bisa bordan hergandengan
tangun secard bersama-sama. v pndfn doelionem elah mempertegas adanya
suatu kepastian hukum dafam ponerapan pada masvarakat hukum schare
harmya, Dasar pokokmyva dalam memarshhan prdona dalam perbuatan prdangs
adalan norma vang tidak wrtuhs ndak dipidana jiha ada kesalahen Dasar im
adalab mensenar dipertanggungianabhunma seseorany atas purbuatan vang telab
dilskukanoya Jadi ditekankan pada crimunal resporsibniity ateu orimynal habidny
Rerdasarkan wraign 1ersebut diatis mahg sva dapat menans simpuian
f. Aksi anjuk rasa mcrupakan rosbisast dani pada hak vang dimiliki oleh
masyarakat pada umumma sers bagl mahasiswa pada hhususnva, apabrly
unjuk rasa tersebut dilaksanakan hanva dengan melakukan knvk sostal
saja, maka hal tersebut bukaniah suatu perboatan pidana. Mengkajl lehib
fanjut, apabila akss unink rasa wrsebyt sudah cenderung mengarah pada
nndakan amarkhis, maka kemataas akan berkata lamn Realia i
mengakibatkan aksi tersebut dapat dimasokkan dalam perbuatan pdana
vang tentunya dalam menentekan perbuatan tersebut sebaga perbuatan
mdans maka aks ferectng haras memenuly semua gasor-ynsyr prdana

Feddap eksistens pasal-pasal Haatzar Artikelen pka deerapkan pada
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pelaku akst unjuk rasa tentunya kutang sesuai, ketentuan pasal tersebut
memang direalisasikan guna kepentingan kolonial Belanda pada saat 1y,
sehingga pasal tersebut kurang disenangt oleh masyarakat, mengingat
pasal tersebut  cenderung otorifer vang membenkan keleluasaan
beriepthan pada penguasa,

Perbuatan vang difakukan para pelaku unjuk rasa torsebut hanya sedikat
memuat unsur-unsur politik sehingga dapat dikategorikan sebagai delik
politik yang terancam dalam pasal-pasal Undang-undang Tindak Pidana
Terorisme. Secara formil aksi unjuk rasa yang berakibat kerusuhan bisa
dikenat Undang-undartg Tindak Pidana Teronisme tetapi secara materinl
akss unjuk rasa harus dibukttkan terfebth dahuly akibat vang ditunbulkan
dengan  adanya peristiwg  tersebut. Hal inilah yang mengakibatkan
Undang-undang  Tindak Pidana Terorisme tersebut  dianggap
Kontroversial. Menanpgapi diferna tersebut, maka untuk pembuktian
secara matent diperlukan Undang-undang vang secara konkrit mengatur
akibat yang difombulkan dari aksi unjuk rasa tersebut. Schingpa
dikeluarkannya Undang-undang Nomoer 9  tahun 1998  tentang
Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Mukas Umum, Namuon
Undang-undang ini tidak dapat diberlakukan sunt, schingga tidak dapat
ditcrapkan kepada pelaku aksi kerusuhan Untuk ity maka kerusuhan
tersebut  dianggap suatu pelanggaran Hak Asasi Maousia, bal ini
dimungkinkan mengingal Undang-undang nomor 39 tahun 1999 dapat

diterapkan dalam menindak para pelaku aksi kerusuban.





